
GUBERNUR SUMATERA U‐RA

GUBttUR SUmmT― VTARA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TEWTANG

PETUNJUK TEmIS PEL― N― ]園織ur劇肛 NGGARAI PEIDAPATAN
DAN BELNJA DE― ROVINSI S― TERA UT―

TAHUN ANGG-2013

DEN酬
―
AT TUHAN YANG M― ESA

GUBEmUR S― TDRA UTARA,

Menimbang : a^ bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OL2

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Mengingat 1   1.

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Q13 telah

ditetapkan tanggat 28 Desember 2OL2;

bahwa untrrk tertib administrasi dan memperlancar

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi
Sumatera Utara Tahun,Anggaran 2Ol3;

bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimena

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang pehrnjuk

Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran pen(lpatan
dan Bela4ia Daera-h Provinsi Surnatera Utara Tahua
Anggaran 2OL3;

Undang - Undang Nomor 24 Tahrrn 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 1103);

Undang - Undang Nomor 18 Tahun lggg tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3333);

b.

C.

2.



3.

2

Undang―Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas da五

Kortlpsi, Kolusi darL NepOtisIIle lLembararl Negara

Republik  lndonesia  Tahun  1999  Nomor  75,

Talnbahan Lcinbararl Ncgara Rcpublik lndoncsia

Nomor 3851);

Undang―Undttg Nomor 17 Tahm 2003 tentang

Keuangan  Negara (Lernbaran  Negara  Republik

lndorlesia Tahun  2003  Nomor 47,  Tambahan

Lembaran Republik lndonesia Negara Norrlor 4286);

Undang―Undang Nomor l Tah- 2004 tcntang

Perbendaharaan Negara(Lembararl Negara Republik

lndonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan

Lenlbaran Negara Republik lndonesia Norrlor 4355);

Undang―Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksttn Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan  Negara lLembaran  Negara Republik

lndonesia   Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

UndanttUndang Nolmor 25 tahun 2004 tenttmg
Sistim   Perencanaan   Pembangunan   Nasional

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 104,Tambahan Lembara■ l Negara Republik

lndonesia Nomor 4421);

Undang―Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pclne=ntahan Daerah (LerFlbaran Negara Republik

lndonesta Tahun 2004 Norrlor 125, Tambahan

Lclnbaran Negara Republik lndonesia NoFr10r 4437)

sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang―Undarlg Nolmor 12 Tahun 2008
tenttng Pembahan Kedlln Atas Undarlg― Undang
Nomor 32 TahLln 2004 tentang Pelnerlntah Daerah

(LeinbAran Negtta Republik lndonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Ncgara Repubttk

lndonesia Nomor 4844);

Peraturan Pelme五ntah Nomor 21 Tahun 1950 tentang

PcIIlbentan Dacrah Propinsi(Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1950 NomoF 59);

Pcraturan Peinenntah Nomor 28 Tahun 2000 tenttg

Usaha dan peran Masyarakat Jasa Kons七鯉ksi

(Lembaran Negara Repubttk lndoFleSia Tahun 2000

4.
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Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3955)sebagaimana telah diubah

dengan Peraturarl Pcrrlerintah Nomor 4 Tahun 2010

tentang PerLLbahan Atas Peraれ lran Pclnerintah Norrlor

28 Tahun 2000 tental■ g Usaha dan PcI‐ aFI Ma,y露〔遇蛯tt

Jasa Kbnsl貯 uksi(Lcmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2010 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nornor 5092);

Pcraturan Pcmcrlntah Nomor 29 Tahun 2000 tcnttg

Penyelenggaraan Jasa Konstttsi(Lembara Negara

Republik  lndonesia  Tahun  2000  Nomor  64,

Tambahan Lembaran Negara  Republik lndonesia

Nomor 3956)sebagalmana telah diubah dengan

Peraturan Peinermtah Nomor 59 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerinth Nomor 29

Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Jasa

Konstruksi lLembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2010 Nolllor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan   Pembinaan  Jasa   Kbnstruksi

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 66, Tambahan Lel■baran Negara Republik
lndonesttL Nomor 3957);PeratWan Pclnerintah Nomor

104  Tahun  2000  tenmg  Dana  Pe五 mbangan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
NolrF10r 201, Tambaharl Lcコmbaran Negara Republik

lndonesia NoIIlor 402 1);

PeraturarI Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang

Pengdolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara

Repubttk  lndonesih Tahun  2005  Nomor  140,

Tambahan Lelnbararl Negara Republik lndonesia

Nomor 4578);

Peraturan Perne五 ntah Nornor 6 Tahun 2006 tentang

Pengclolaan BaraFlg Milik Negara/Dacrah(LcIIlbnrarl

Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembararl Negara Repubttk lndonesia

Nomor 4609)sebaga■ mana telah diubah dengan
PeraturarI PcrFlerintah Norrlor 38 Tahun 2008 tentang

Penlbaharl Atas Peraturan Pelnenntah NoIIlor 6

Tahun 2006 tentang Rngelolaarl Barang Milik
Negara/Daerah(Lrembaran Negara RepuЫik lndonesia
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Tahun 2008 Nomor 78,Talmbaharl LcIInbartt Negara

Republik lndoncsia Nomor 4855);

Pcraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang

Pcmbagian Urusan Peme五 ntahalll Antara Peme血 tah,

Perlllc五ntahan Daerah Pro宙nsi, PcIIlc五 ntah Dacrah

Kabupaten/Koね   (Lerrlbararl  Negara  Republik
lndoncsia Tahun 2007  Nomor  82, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

Pcraturan Pclme五 ntah Nomor 7 Tahun 2008 tcntang

Dekonsenttasi dan ■曖gas Pemballltuarl(Lembaran

Negara Republik lndoncsia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 48161;

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54

Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa

Pernerintah,  sebaga■ marla telah  diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Pembahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/」 asa

PCFrLCrintah;

InsttuksI Presiden Republik lndonesia NomoF l Tahun

2013 tentarlg Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Tah-2013;

Peraturalrl Menteri DalaFn Negeri Rcpublik lndonesia

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah,sebaga■ mana telah diubah dengan

Peraturan Mente五 Dalam Negeri NoFr10r 21 Tahun

201l tentang Pertlbahan Kedua Atas Peraturan

Menten Dalarn Negen NoFnOr 13 Tahun 2006 tentang

Pedomarl Pengc101aan KeLlangan D∝ rah;

Perattran Mcnte五 Dalam Nege五 Republik lndonesia

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

B鉗額E Milik Negara/Daerah;
Pcraturarl Mente五 DalaFn Nege減 Republik lndonesia

NoIIlor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pcnyusun触

Anggaran Pendapatan darl Belatta Daerah Tahun

2013ニ

Peraturarl Mente五  Keuangan Republik lndonesia

NorF10r  37/PMK.02/2012 tentang Standnr Biaya

Tahun Ancaran 2013;

16.
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23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Urtlsarl Peme五 ntah yang mettadi Kewenangan
PFOVinSi Sumatcra Utara tLcmbararl Dacrah Provind

Sumatera Utara Tahun 2008_Nomor 6, Tambahan

Lembttan Dacrah PrO宙 nsi Sulnatera Utam Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tenttg

Organisasi da■ Tata Ktta Sekretariat Dacrah dan

Sekretariat Dewarl Perwakilarl Reat Daerah Provinsi

Sumatcra Utara(Lembaran Dacrah Pro宙nsi Sumatcm

Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lelrlbttan

Dacrah Provinsi Sumatcra Utara Nomor 7);

25.Peraturarl Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Ketta Dinas―  Dinas Daerah

Pro宙nsi Sumatera Utara(Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Pro宙 nsi Sumatera UttAra No]mor 8);

26. Peraturan Dacrah  Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi dtt Tata Ke」 a Lembaga Teknis Daerah

Pro宙nsi Sumatera U=Ara(Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tah■ ln 2008 Nollrlor 9, Tambahan

Lcmbaran Daerah Provinsi sumattra Uttra NomoF 9);

27. Peratwan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang

Pengelolaan BArang Milik Dacrah Provinsi Sumほ∝ra

Utara(LclrFlbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2009 Nomor 2,T― bahan Lemman Dacrah
Pro宙nsi S―atera Utara NorF10r 13);

28, Peraturan Dacrah NoFnor 6 Tahun 2009 崚ntang
Pembenttlkan Organisasi dan Tata ketta Lembaga Lain

Daerah Provinsi Sumatera Utara lLembaran Daerall

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provlrlsi Sunlatera utara

Tahun 2009 Nomor 17);

29. Peramran Dacrah Nomor l Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi sumatera

Uttra(Lembararl Daerah Provinsi Sumatera Uttra

Tahun 2010 Nomor l,T― bahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Norrlor l〕 ;

30。 Perattran Daerah Nonlor 4  Tahun 2012 tentang

Ancaran Pendapatan dan Beltta Daerah Tahun

Anggaran 2013,(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2013 Nolrlor 4);



31.

6

Peraturarl Gube■ ■.ur NoIIlor 29 Tahun 2009 tentang

petunJuk Pelaksanaan Pcraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2009  tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah PКvinsi S―atera

Utara(Bcttta Dacrah Pro宙 nsi Sumatera Uttra Tahun

2009 Norrlor 29);

Peraturan Gubcrntlr Nomor 52 Tahun 2012 tentang

Pettabaran Anggaran Pendapatan daFI BC撤 la Daerah

Pro宙nsi Sumatera Utara Tahun Ar13aran 2013

(BCttta Dacrah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

Nomor 52);

32.

Menetapkan

MEMVTUSXAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PErUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH PROⅥ NSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

(1) Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk

telaeis dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sumatera

Utara Tahun Anggaran 2013.

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {I},
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
ayat (2) adalah merupakan pedoman bagi setiap Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

＼
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Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Sumatera Utara.

Pasal 4
Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini,
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2OL2

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD

Frovinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur

diundangkan.

Pasal 5

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara-

Ditetapkan di Medarl

pada tarlgga1 22 Maret 2013

GUBERNUR SUImTERA UTARA,
dto

GATkOT PUJO NUGRO菫 0

Diundangkan di Medan
pada tanggal  tt M斜て■ DOlレ

SEKRETARIS DAERAH PROⅥ NSI,

4
NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 10



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 22 MARET 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROⅥ NSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013
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BAB I
PENDAHULUAN

A. KBTENTUAN UIIIUM
I. Pengertian Istilah

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagal unsur penyelenggara Perrle五 ntahan DaeFah.

Gubernur adalah Gubcrnur Sumatcra Utara.

Pcllllerintaharl Daerah adalah penyelenggε ra額l   urLISan
pemerlntahan oleh Pemerintah Dacrah dan Dewan Perwakilan

Reat Daerah (DPRD)rrlenunit Asas Otonomi  dal■ Tugas
Pembantuan dengan p五 nsip otonOrni seluas - luasnya dalarn

sisterrl dan p五nsip Negara Kesattarl R.I seba謬 通mana dimaksud
dala=l Undarlg― UndaFlg Dasar Republik lndonesia Tahun 1945

Kepala Daerah selaku Kepala Pclllle五 ntah Daerah adalah
Pemegang Kekuasaan   Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Mewakili Pemerintah Daerah dalarn kepemiikan kek呼噸
daerah yang dipisahkan.

Kepala Daerah selaku Penlegang Kekuasaan Pengelola Keuangan

Daerah  lnelimpahkan sebagian atau sel― h kekuasaarlnya
kepada:

1) SelCetarls Dacrah selaku Kbordinator Pengelola Keuangan

Dacrah.

2) Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu selaku Pttabat Pengelola

Keuangan Daerah(PPKD)

3) Kepala SKPD selaku Pttabat Pentta Anggaran /
Pen&響na Barang_

g.  Ang7.caran Pcndapam dan Beltta Daerah yang selttutnya

disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Bel劉 崎a Daerah
Provinsi Sumatera UtAra.

h. Satuarl Kctta Perarlgkat Daerah yang selattutnya disebut SKPD

adalah Perarlgkat Daerah pada Pcrrle五 ntah Daerah selak■l
Pengguna Anggarar1/Pengguna Barang。

io  Satuan Ke■ a Penge101a Keuangan Daerah yang selanJutnya

disebut  SKPKD adalah perangkat dacrah pada Pcrrle五 ntah
Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang,yangjuga

melaksanakan pen『 lolaan keuangan daerah.
j.  nttabat Pengelola Keuarlgan Daerah yang settutnya disebut

PPKD adalah Kepala Satuan Keゴa pengel。la Ke■ larlgan Daerah
yang  selattumya  disebut  dengan  Kepala  SKPKD  yang

C.

d.



k.

q.

r.

mempunyal ttgas ln01aksarlakan pengelolaan APBD dm
bcrtindak scbttal Bcndahara Umurrl Daerah.

Rencarla Kctta Anggaran SKPD yaFlg sclttutnya disebut RKA―

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang

bcisi Rencarla Pendapatan, RencaFla Belan3a program dan

Kcgiatan SKPD serta Rencarla Pcmbiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Dokumcn Pelaksarlaan Anggaran SKPD yang selattutnya disebut

DPAr SKPD adalah Do― en yang memuat Pendapatan,Bel劉崎a
dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran olch Pcngguna Anggaran.

Do隷ュInen   Pelaksarlaan Pcrubahan Anggaran SKPD yang

Settumya disebut  DPPA ― SKPD adalah dokurrlen yang
memuat perLLbahan pendapatan,bel輌 a dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran olch Penggttna

Anggaran.

n. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalan■ rangka penyelenggaraan peme五ntahan dttrah yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk didalaIIInya segala bcntuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewallban daerah

tersebut.

Pengeldaan Keuarlgan Daerah adttah keseluruhaFl ke」 atan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,

pelaporan, pertanttngiawaban dan pengawasarl keuangan

daerah.

Sekrctaris Dacrah Provilnsi Sumatem Utara adalah Kepala

Satuan Ketta  Perangkat Daerah  di lingkungan Sekretariat

Daerah. Dalal■ l ttlelaksanakan tugas dan talllggung jawabnya

dapat rrlendelcgasikan  kepada para Asisten dan Kepala Biro

sesuailingkup bidang tugasnya rrlasing― masIIlg.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera UttAra selanJumya disebut

Setdaprovsu adalah Satuan Ketta PCrarlgkat Dacrah pada
peFFle五ntah Dacrah selaku Penttna Anggaran / Pengguna
BArang,yang juga melaksanakan f― gsi Pengelolarl Keuangan

Dacrah.
pttabat Pcngelola Keuangan Dacrah yang sdanJutnya disebut

PPKD  adalah Kepala BirO Keuangan Sctdaprovsu yang
mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APB・ D dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanJutnya disebut BUD adalah

PPKD yang bertindak  dalaln kapasitas sebagai Bendahara

Umu...Daerah.

0。

p。

つ
４
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ｔ Penttna Anggaran yang sel劉

嘔utnya disebut PA adalah Pttabat

PcimcgarLg  Kewenangan  Pengguntt  An鍵〔rtt  untuk
melaksanakan tugas pokOk dan fungsi SKPD yang dipilnpinnya.

Pengguna Bararlg adalah Pttabat PcIIlegang Kewenangan

Pen摂聾naan Bararlg dan/atau Jasa milik Dacrah di masing―

masing SKPD.

Kuasa Bendahara Umum Daerah selttutnya disebut Kuasa

BUD adalah Pttabat yang dibett kuasa untuk melaksanakan

Sebagiarl Tugas BuD.

Kuasa Pcnttna Anggaran yang selttutnya disebut KPA adalah

Pttabat yang diberi kuasa untuk melaksarlakan sebagiaFl

kewenangan Pengguna Anggaran dalam Frlelaksarlakan sebagian

tugas dan fungsi sKPD atau peJabat yang diteta_pkan oleh Kepala

Daerah untuk menggunakan APBD dan bertanggungJawab atas

pelaksanaan Pengadaan 3arang/Jasa Pemenntah sebagaimana

Ъ gas Pciabat Pcmbuat Komim■ en(PPK)sesuaI Peratur触
Presiden NorF10r 70 Tahun 2012.

Pttabat penatausahaan Keuangan SKPD yang scl可 utnya
disingkat II覆(― sKPD adalah Peiabat yang lnelaksanakan fungsi

ねね usaha Keuarlgan pada SKPD。

Pttabat pelaksana Teknis Kegiatan yarlg scLttutnya disebut

PPTK adalah ttabat pada Saれ larl Ketta Perangkat Daerah

(SKPD)yang melaksanakan satu atau bebcrapa kel要 atan da亘
suatu progran sesuai bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan addah Pttabat Fungsiond yang di極
珂uk

untuk menc五 ma,menympan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempcrtanggungjawabkan uang pendapatan dacrah dal―

rarlgka pelaksarlaan APBD pada SKPD.

Bendahara pengeluaran adalah Pttabat Fungsional yang

V.

W.

y.

Z。

ditunjuk menerima, menylmparl, membayarkan,
mcnatausahakan dan lnelnpe―rngawabkan uang untuk
kepeduan Bel〔 可 a Daerah ddaFrL rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

bb. Tim Anggaran Peme五ntah Daerah yang sel鋼 utnya disingkat
TAPD adalah Tiln yang dibentuk dengan Keputusan Kepala

Daerah dan dゃimpin Oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai
ngas menyiapkan sertt melaksarlakan kebjakan Kepala Daerah

dalam rangka penyusunan APBD yang an30tanya terdiri dari

Pttamt Perencana Daerah, PPKD daFl pttabat yang lainnya
sesuai dcngan kebumhan.

3



dd.

Progralln dalah Pettabaran Kebttakan sKPD dalam bentuk

upaya yang be五si satu atau lebih kegiatan dcngan menggunakan

sumber daya yang discdiakan untuk mcncapai hasil yang
terLlkur Sesual dengan inlsl SKPD.

Kegiatan ttalah bagian dari program yarlg dilaksanakan oleh

satu atau lebih Unit Ketta pada sKPD sebagai bagiarl dari

pencapalan sasararl terukur pada suatu progam dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan s■ lmber daya bertlpa

personil(Sumber Daya Mmusial, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi,dana atau kombinasi dari beberapa atau

semua jenis sumber daya tersebut sebaga■ masukan(Inpuり
untuk menghasilkan keluararl (Outpu] dttaln bentuk
Bararlg/JaSa.

Unit l■vanan Pengadtt yang selanJutnya disebut ULP adalah
unit organisasl pemenn餞 遣l yang be」ungsi melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa di SKPD, dapat berdiri sendiri atau
melekat pada unit yang sudah ada.」ika ULP belum terbenttk,

PA menetapkan  Panitia pengadaan  untuk melaksanakan
Penga_daan BaFang/JaSa.

Panitia Pengadaarl adalah Tiln yang dibentuk olch Penttna
Anggaran ■lntuk llrlelaksanakan pengadaan baral■ gんaSa, yang
memユiki  persyaratan  keanggotaan,  tugas  pokok  dan
kewenangan  sebagairnana pcrsyaratan kcanggotaan,  tugas
pokok dan kewenarlgan Kelolmpok Ketta ULP.

Pcngadaan barang/jasa pCmc=ntah dacrah yang selanJutnya
disebut dengan pengadaan barangガ aSa adalah kegitatan untllk

=lemLperOleh Bararlg/」
asa Oleh Satuan Ketta Perangkat Daerah

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kゎ ul巨harl sampai

diselesaikannya selun kegiatt Ш l根意  memperoleh
BaraFlg/」 aSa.

町 abat PCngadaan adalah personil yang memiliki Scrtiikat
Keahlian  Pcngadaan  Bararlg/」 aSa  yang  melaksanakan
Pengadaan BaFang/JaSa.
Panitiaノ Dttabat pene五 ma Has五 Pekettaan adalah panitia/pttabat
yang ditetapkan olch PA yang bertugas IFlemeriktt dan
menerima hasil pekttaan・

Penyedia Bararlg/Ja,a adalah badan usaha atau orang
perseora■■gm   yang   mcnyediakan   3arang/Pcke埼

…
Kbnsttuksi/Jasa Konsutansi/Jasa LalEnrlya.

Bararlg adalah sctiap bcnda baik be― Jud ma■lpun tidak
te―Jud,  bergerak IIla■lpun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan,dipakai,dipcrgunakan atau diinanfaatkan olch
Pen_na Barang.
PckettaarL  Kbnsmksi  adalah  seluruh  pekettaan  yang
bcrhubungtt dengan pclaksanaan konstuksi banttaFl aね u
pembuatan ttud flSik lainnya.

五

ee.

hh.

Ｊ̈

kk.
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mmoJasa KonsultaFISi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahliarl tertentu diberbagai bidang kcilmuan
yang mengutarnakan adanya olah pikir(brainwarel.

nn。 」asa Lainnya adalah jasa y劉 lg membutuhkan kemarnpuan
tertenれl yang mengutamakan kcterarFlpttarl(skillWare)dalarn
suatu sistem tata kelola yang telah dIIkenal luas di dunia usaha

unttk menyelesalkan suatu pekettaan atau segala pekettaan
dan/atau penyediaan jasa selain」asa Konsultansi,pelaksanaan

Pckettaan Kbnstruksi dan Pengadaan Baral■ g。

ooo Pakta lntegnね s adalah surat pernyataan yang berisi lkrar untuk

mencegah dan tidak lnelakukan Kblusi,KoFtlpsi dan Nepotisme

(KKN)dalam Pengadaan Bararlg/JaSa.
pp.R)kettaan Kompleks adalah pNekettaan yang memerlukan
teknologi tinggi, mempunyai 五siko dnggi, men〔 聖unakan
peralatan yang didesain khusus dar1/atau pekettaan yang
be...ilai diaね s Rp100.000.000.000,00(Seratus lniliar rLlpiah)。

qq. Kualiflkasi adalah merupakan proses penilaian kompetensi dan
kmampuan usaha serta pemmuhan persyaratan tertentu
lainnya dari Penyedia BЯ rang/」asa.

rr.  Prakualifkasi adalah merupakan proses penilaian kualiflkasi
yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.

ss. Pascakualiflkasi adalah merupakan proses penttaian kualiflkasi
yang dilttkan setelah pemasukan penawaran.
tt. PembinAnn adalah usaha agar setiap orarlg yang terlibat
Pengadaan Baralllg/」 aSa mengetahui tentang peraturarl dan
ketenman yang berlaku.

uu.Pengendalian adalah setiap usaha agar setiap pelaksanaaFl
kegiatan pengadaan barangヵaSa dapat terlaksana sesuai taFget,
waktu, tempat, mtltu, tertib administrasi, tepat sasaran dan

marlfaat.
wo Pcngadaan secara elektronik atau c― Procttrement adalah
Pengadaan   Bararlg/Jasa   yang   dilaksanakan   dcngan
menggunakan teknologl info― asi dan transaksi elektronik
sesuai dengan ketentuan perLlndang― undangan.

W。 時 触 all Pengadaan Secara Elektronik yang selanJutnya disebut
LPSE adalah unit ketta yal■ g dibenttk untuk menyelenggarakan
sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

xx. Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh KPA untuk
merrlbantu pelaksanaan pengadaan barangん asa, antara lain
縫rdiri atas ttabat pelaksarla Teknis KeJattm PPTKl,DiК ksi
Lapangan,Kbnsultansi Pengawas,Tiln Pelaksarla Swakelola,dan

lain-lain.

yy.Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu
PA dalarrl pelaksarlaan pengadaFl bararlgガ aSa,anttra lain terdi五

atas tim uji COba,panitia/画 abat peneliti pelaksanaan kontrak

dan lain― lain.

zz. Uang Representasi adalah mempakan uang tambahan biaya bagl

Pimメnan/Anttta DPRD,覇 abat dan Pegawai Ncgcn Sipil

(PNS)yang inenduduki」 abatan Struktural Eselon l dan II,dalam



2.

rangka pettalanarl dinas dalam ncge五 (keluar Provinsi maupun
didalam Provinsi)

Mabnd dan Tu:uan
ao PeraturaFI Gubemur ini lrrlembe五 kan arah darl pedOmarl bagl
Satualrl Ketta Perarlgkat Dacrah(SKPD)dilingkungan PleFrlerintah

Provinsi Sumatera Utara dalarFl melaksanakan PrOgram/Kegiatan

yarlg pellFlbiaげattnya bersumber dan APBD Pro宙 nsi sumatera
Utara.

bo Pcraturan  Gubemur  ml  

…

uan  mclaksanakan
program/kegiatan yang pcmbiayaannya bersumber dari APBD

Provinsi Sumatera U能ビa,   dilakukan secara eflsien, efekti鳥

terbuka darl bersaing,廿譴lsparan,adi1/tidak diskriminatif darl

antabel_

HnSわ ― D山 疇 摯 DasaF

Pengadaan barang/jasa WaJib=nenerapkan p五nsip― p五nsip sebagai
be五kut:

a. Eflsien, berarti PengadaarI Barang/Jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang rrlinllnunl ■lntuk
mencapai kualitas dan sattan dal―  waktu yang ditetapkan
atau menttnakan dana yang telah diteね pkan untuk mencapal
hasil dan sasaran dengan kualitas yang inaksilnum.

bo Efektit berarti Pengadaan BararLg/Jatta harLIS SeSuai dengan

kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan setta lnerrlbe五 kan
marlfaat yang sebesAr_besarnya.

c. Transparan, berarti semua ketenttan dan info....aSi mengcnai

Pengadaan Barang/Jasa bersifatjelas dan dapat diketahui sectta

luas Oleh Penyedia Barang/」 aSa yang berminat serta olch
IIlasyarakat pada um■ lmnya.

d. Terb畿  berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti Oleh
SeFrl■la    Penyedia    Barang/」 asa    yang    rrlenlenuhi
persyaratan/kritetta  tertentu  berdasarkan  ketentuan  dan
prosedur yangjelas.

e. Bersaing, berarti Pcngadaan Barang/JaSa hartls dilakukan
melalui persalrlgan yang schat diarlttra sebanyak mungkin
Penyedia Barang/」 asa yang setara dan memenuhi persyaratan,
sehintta dapat diperoleh Barang/」 aSa yang ditawarkan sccara
kompetitif dan tidak ada intervensi yang Frlenttantt terciptanya

IIlekanisl■e pasar dalarn Pcrlgadaan Barang/Jasa.

3.
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f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang
sama bagr semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak
mengarah unfuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu,
dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan
yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat
dipertanggungiawabkan.

B.PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD

1. Penyusunan Dolnrmen Pelaksaaaan Aaggaran Satuan KerJa
Peraaght Daerah (DPA- SKPDI

a. DPA SKPD disusun oleh Pejabat Pengguna Anggaran I
Pengguna Barang setelah APBD ditetapkan melalui Peraturan
Daerah (PERDA)

b. DPA SKPD Belanja Tidak Langsung maupun Belanja
Langsung yang telah disusun Paabat Pentta Anggaran/

Pengguna Barang sebanyak 5(limal IIlaCaFn Fol■ ■■,yaitu:

1)Foral DPA ― SKPD (Ringkasan  Dokuman Pelaksanaan
Anggaran Satuall Ketta Perarlgkat Daerah.

2)Fo■■■■ DPA― SKPD l. (Rincian Dokumen Pelaksanaan
Anttaran Pendapatan Satuan Ketta Perangkat Dacrah)

3)Fo■ ■■■ DPA―  SKPD 2.1(Rinciarl Dokumen PelaksarlaaFl
Anggaran Bel剣 a Tidak Langsung Satuarl Ketta Perarlgkat

Daerah)

4)Fo■■■■ DPA― SKPD 2.2( Rckapimlasi Bel劉崎a Langsung
menurLlt PrOgram dan Kcglatan Satuan Ketta Perangkat

Daerah)

5}Fo■ ■■■ DPA― SKPD 2.2.1(Rincial■ DokunfFlen Pelaksanaan
Anggaran Belatta Langsung menurtlt Progr― d〔m Kegiatan

Satuan Ke13a Perangkat Daerah}

Khusus untuk Kcpala SKPD yang tidak lnengelola pendapatan,

hanya menyusun rarlcarlgan DPA― SKPD sebanyak 4(errlpatl

macam Formulir sebaga■ mana yang dimaksud pada butir b.1),

3), 4)dan 5) diataS・  Sedangkan untuk Kepala SKPD yang

mengelola Pendapatan harus menyusun ke 5 rimal fo・・・.ulir

DPA― SKPD tersebut pada hun■fb.1)s/d5)diataS・

DPA―SKPD yang telah disus■ ln oleh Kepala SKPD sebagaiIIlana

dilnaksud dalarrl hurLlf b diatas disampaikan kepada Pttabat

Pcngclola Kcuangan Dacrah(PPKDl dalarrl hal ini Kcpala Biro

Keuangan Sctdaprovsu.

C.

d.



e. Dalam Pen5rusunan DPA-SKPD Pejabat Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang selaku Kepala SKPD harus memperhatikan
hal - hal sebagai berikut:
1) Belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk belanja tidak

langsung maupun belanja langsung harus dirinci
penggunaannya di dalam DPA-SKPD, dan belanja yang

ditetapkan dalam DPA-SKPD dimaksud merupakan batas
pengeluaran tertinggi untuk masing-masing kegiatan.

2) Pengeluara:e belanja yang tercantum di dalam DPA-SKPD

tersebut agar rnemperhatikan prinsip-prinsip efesiensi dan
efektifitas dan disusun berdasarkan standard harga yang

berlaku.
3) Setiap kegiatan dalam DPA-SKPD harus mencantumkan

jadwal kegiatan dan rencana penggunaan Anggaran setiap

triwulan.
4) l,okasi kegiatan harus secara jelas dicantumkan dalam DPA

-SKPD dengan ketentuan mencantumkan nama
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desal Kelurahan.

2. Penetapan Pejabat Pengurra Anggamn/Peagurra Barang, Kuasa
Peagguaa Aaggaran/Kuasa Peagguna Baraag, sebagai berikut :

a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, sebagai berikut:

Di  lingkungan  Sekretariat  Daerah,  Paabat  Pengguna
Anggaran/ Pcngguna Barang adalah Sekretaris Daerah
Pro宙nsi Sumatera U十Яra selaku Satuan KeJa Perangkat
Daerah, darl Pttabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa
pentta B鉗 範 g dapat dituttuk Pttabat Eselon II(Kepala
Biro,Scketaris Korpri)。

Dilingkungan Satuan Ketta Dinas,Badan,Inspektorat,Satpol
PP darl Sekretarirat DPRD, Paabat Pen_a Anggaran/
Pengtta Barang adalah Pttabat Eselon II(Kepala Dinas,
Kepala Badarl,Inspektur,KcPala Samarl,sekrctaris Dewarl〕 ,

dan Pttabat Kuasa Penttna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Barang dapat dituttuk Pttabat Eselon IH(Sekretaris,Kepala
Bidang, Inspektur Pemban如, Kepala Bagiarl darl Kcpala
UPTD)yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya,hal ini
dikecualikan untuk Satuan Ketta Perarlgkat Daerah(SKPD)
yang mempunyal rentang kcndali hirarki, luas 蘊layah,
volume pekttaan darl minimnva personil dapat ditetapkan
dengan  Keputusan  Gubemur  Sumatera Utara untuk
diangkat sebagal Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pttabat
Eselon IV.

１
■
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3)Di lingngan Satuan Keコ
町 abat Pengguna Anggaran
Eselon HI(Kepala Kantor`
Kuasa Pengguna Anggar鐘
di慣■1可uk Pttabat Eselon lv(

b ttabat Pentta Anggaran/hPen譜

鶴ξ胃鷺諸 盤註:yang diIIlaksud pada angka 2
dttat mdmpttkan sebagiЪ

ttT3器略点la観コ量壼]Unit Ketta pada sKPD se
Anggaran/Kuasa pengguna Barang.Q   

聰  鰹
SKPD dan usul tersebut ditttukan

kepada Gube...ur melalui Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu
untuk ditetapkan dengan Keputusan Cubel‐ur.

d.SOsuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang PerLlbahaFI Kedua Atas Peraturalll Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tenmg Pengadaan Barang/JaSa PcIIle五 ntah,dalaFn
hal tidak ada personil yang memettuhi persyaratan untuk
dimttuk sebagai pttabat Pembuat Komittnen(PPKl,perSyaratan
untuk ditetapkan seb〔 電譴 Pttabat Pcmbuat Komhmen(PPKl
yang harus lneFruliki Sertiflkat Keahlian Pengadaan Barang/JaSa
dikecualikan untuk:

1)Pttabat pembutt Komitmen(PPKl yang diiabtt Oleh Pttabat
Eselon l dan H,dan atau;
2)Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPAl
yang bertindak sebagat pttabat Pembuat Komitmen fPPKl.

e. Paabat Pengguna Anggaran/Pen― a Barang disatrFlping tugas
pokoknya dalm rangka PelaksanaarI Pengadaan Barang/」 asa,
memilikitugas dan kewcnangan sebagal be五 kut:

meneねpkarl Rencalla Umum Pengadaan;
nlcnguIIluFFlkan Secara luas Rencana Urrl■ lm Pengadaan di

websit Pemprovsu/SKPD,Paptt Pc岬■mttLtt Resmi untuk
mawamttat darl Portal PengadaaFI Nasional llrlclalui LPSE;

mengusulkan KPA unmk ditetapkan oleh Kepala Daerahi
menetapkan ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
IrLenetapkan Pttabat Pengadaan

menetapkan Panitia/町abat Penerima Hasil Pckettaan;
menetapkan:
al Pemenarlg pada Pelelangan atau pcnyedia pada
Penuttukan  Langsung  untuk  paket  Pengadm
Barang/Pckettaan Konstrtlksi/Jasa Lainnya dengan nilai
diatas Rp100.oOo.o00.OoO,一 (seratus miliar mpiahl;atau
b)Pemenang pada Scleksi atau penyedia pada Penttukan
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi

１
１

つ
４

⊃

０

０

０
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dengan nilai diatas Rplo.ooo.ooO.000,― (sepuluh miliar
rtlpiah).

8)mengaWasi pelaksanaan anggaran
9)ineny―paikan laporan keuarlgan sesuai dengan ketentuall
peraturan pemndang―undangan;
lC)IIlenyclesaikan   perselisihan   antara   KPA   dengan
ULP/Panitia/Pttabat Pengadaan,dala]m hal tettadi perbedaarl
pendapat;

11)mengawasi  penyllnpangan  dan  pemelihttaan  selLLr■ lh
Dokumen pengadaan Barang/J観 .

■ Pttabat Kuasa Pentta Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
sebagallnana dilnaksud pada hur■ lf c.tersebut diatas disamplng
tugas pokoknya, maka dalarn rangka pengadaan barangヵ asa,
memiliki ttgas dan kewenangan sebagai berikut:

1)lnenetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan bararag/」aSa
yang meliputi:                   ^
→ SpeSiflkasi teknis barangん aSa;
b)Harga Pcrkira劉 l Sendiri(HPS);darl
→ RarlcaFlgan kontrak.

2)menerbitkan Surat Penuttukan Penyedia Barang/」 asa;

3)menal■datangani Kontrak;

4)IIlelaksanakan Kbntrak dengan Penyedia Barang/」 asa;

5)mengenda■kan pelaksan,An kontrak;

6)melapOrkan     pelaksanaan/penyclesaian     Pengadaan
Baral■g/JaSa kepada PA;

7)menyerahkan  hasil  pekettaan  Pengadaan  Bararlg/JaSa
kepada PA dengan Berita Ac〔ra Penyerahan3

8)melapOrkan kemtt■ lan pekttaan temasuk penyerapaFl
anggaran dan halnbatan pelaksanAnn pekettaan kepada PA
setiap bulan;

9)merlyimpan darl mettaga keutuharl selurtlh dOkumen
pclaksanaan PeFlgadaan Barang/JaSa;dan

10}rnenandattgani  pakttl  integntas  sebelum pelaksanaan
pengadaaan barangん asa dimulal.

11)menyetuJui  bukd  pembelian  atau  menarldatangani
kwitansi/Surat Pe五 ntah Ketta(SPK1/Surat PC可創嘔ian.

g, Selain ttgas pokOk dan kewenangan sebagailnana dimaksud
pada hurtlfo tersebllt diatts,dalaFn hal diperlukan,KPA dapat:

mengusulkan kepada PA:
→ Pertlbahan paket pekettaarl;dan/atau
り Pertlbahallljadwal kegiatan pengadaat
menetapkan tim pendukung;
menetapkan dm atau tenaga ahli pembe五 pettelasaFl teknis
laanWttiZerl untuk membantu pelaksanaan tugas ULP/Panitia
Pengadaan dan;

つ
４

つ
Ｊ
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h.

4)menetapkan besaran Uarlg Muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pttabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bararlg
membuat bagaF1 0rganisasi kegiatan sccara berJenJarlg lengkap

dengan bagan serta ura■an tugas masing―maslng. Bagan
orgarlisasi tersebut ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Bagan Organisasi dan Personil yang telah ditetapkan olch Kepala

SKPD tersebut disampaikan paling lambat 7(想 巧uh)hari ketta

kepadal

l)InSpektur nro宙 五si sumatcra Utara;

2) Kepala Bappeda Provinsi Sumatcra Ul聰ra;

3)Kepala Biro Keuangan Setdι 事)rovsu;

4)Kepala B静 o Admirlisttasi Perrlbangunarl Setdaprovsu;

5)Yang bersangkutan untuk dilaksarlakan.

町 abat Pengebh Keuarlgan Daerah(PPKD)dalam halini Kepala
Biro Keuarlgall Setdaprovsu=lenalldatangani/1mengesahkan DPA
―SKPD setelah Fnendapat persetuJuan dari Sekretaris Daerah
Provinsi Sumatera UtAra.

Dalam melaksanakan program da■ l kegiatan yang tettuarlg di
dalarn DokulFlen Pelaksarlaan Anggaran,Kepala SKPD/Pttabat
Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang  dan/atau  Kuasa
pengna Angaran/Kuasa pengguna Barang menetapkan

町 abat Pelaksana Teknis Ke」 atan(PPTKl.Penetaparl ttabat
Pclaksttn Tcknis Kegiatan (PPTKl tersCbut beFdaSttk濃
pertimbarlgan kompetensl Jabatan,anggararl kegiatan, bebalrl

ketta, 10kasi dan /atau rentang kendali dan pcrtilnbangan
。場ektif lainnya.

Untuk  kegiatan  dengan  surrlber  DaFla  Bantuan/Hibah
APBN/LOAN supaya disesuaikarl dengan yang telah ditettpkan
olch Peme五 ntah Pusat(Pengelola Kegiatan supaya disatukan)。

Dalam melaksanakan program darl kegiam sebag― ana
diinaksud pada huttf k tersebut diatas,PPrK mempunyaitugas
sebagai berikut:

1.mengcndalikan Pclaksarlaan Kc」 atan;

2.melaporkan perkembarlgan pelaksarlaan kegiatan dan;

3. IIlenyiapkan dommen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksarlaan kegiatan.

k.

1.

m.



n, PPTK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada huruf m tersebut diatas bertanggungjawab kepada:
Kepala SKPD I Pejabat Pengguna Angaran I Pengguna Barang
dan I atau Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang
yang menetapkannya selaku PPTK.

Pimpinan masing-rnasing SKPD di Lingkungan Pemprovsu
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyiapkan
Rencana Umum Pengadaan dan melaksanakan
pelelangan/ pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

mengumumkan RcncaFla UmLLm Pengadaan di website
PerFlprOVsu/SKPD dan Papan Pengumuman Resmi serta
Portal Pcngadaarl Nasional IIrlelalui LPSE.

menettpkan  Panitia  pengadaan  untuk  melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa PCIne亘ntah paling lambat 3(tigal
hari setelah ditetapkannya PA, daFI SK Penetε parI Panitia
pengad征覆L diSallnpaikan kepada Gubernur Sumatera Utara

C/q.BirO Adlrlinistrasi Pembangunan Setdaprovsu.

Wttib melaksanakan Pengadaan Barang/」 aSa secara
elektronik(c―PrOC■lrerrlentl IIlelalui LPSE sckurarlg―kurangnya
40% beLョ毒a SKPD yang dipergunakan untuk pengadaan
barang/jasa.

p. Sebelum terbentuknya Unit Layanan Pengadaan {ULP}, Pimpinan
masing-masing SKPD di Lingkungan Pemprovsu selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat
membentuk/menetapkan Panitia Pengadaan/1kゴ abat Pengadaan
BaraFlg/JaSa,yalm:
1)Un根」【  Pengadaan  Barang/Peke■ aan  Konstruksi/Jasa

Lainnya yang berniktt pattng tintt Rp. 200.000.000,― (dua
ratus juta rupiah)atau pengadaan Jasa Konsultansi paling

tinggi Rp. 50.000.0000,― (lima puluh juta rLlpiah)dapat
dilaksanakan  olch  Potta  ULP/Panitia  atau  Paabat

Pengadaan.

2)Potta ULP/Panitia Pengadaarl wttib diben加 巌  un如戯
pengadaan  bararlgノ /pekettaan  kOnstruksi/jasa  lalnnya
dengan nilai di atas Rp.200.000.000,― (dua ratus juta rLlpiah)

atau pengadaan jasa konsultansi diatts Rp. 50.000.000,―

llima puluh juta rtlpiah)。

3)Potta ULP/Panitia Pengadaan berasal dari Pegawal Nege五
,

dari lnstansi sendi五 inaupun insl腋血si teknis lainnya.

4)Pol噸a   ULP/Panitia/Pttabat   PerlgadaaFI   Sebaga■ mana
dinyatakan dalarn Angka l)dan 2)diataS harus memenuhi

persyaratan seb鋼警通berikut:

→ Memiliki intcgritas moral,disiplin darl tanggung jawab
dalanl pelaksanaan mgas;

0.

2)

う
Ｄ
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b)Memahami pekttaan yang akan diadakan;
O Memahami jenis pekettaan tertentu yang mettadi tugas
Potta   ULP/   Panitia/Paabat   pengadaan   yang
bersangkum;
d) Memaharni  isi  dokumen  pengadaan,  metoda  dan
prOsedw pengadaan;

→  Tidak Frlempunyai hubungan keluarga dengan Pttabat
yang  menetapkannya  sebaga■   arlttpta  Potta
ULP/Panitia/Pttabat pengadaan;

つ  Merniliki Sertiflkat keahlian pengadaan barangヵ aSa
sesuai dengan kompetensi yallg dipersyaratkan;dan

J Menarldatangani Pakta lntegrims.

q. Anggota kelompok KerJa ULP dan atau Panitta Pengadaan
bettumlah gasal(ganJil)berarlggotakan paling kurarlg 3(tigal

orang, yang IIlemahami taね  cara pengadaan, substansi
pekettaan/kegiatan yang bersarlgkutan dan bidang lain yang

diperlukan,dari unsur didalaln satuan ketta intern lnaupun

luar satuarl ketta dengan susunarl sebagai be三 kut:

1) Ketua (dari unsur satuan kerja yang bersanglcutan, jika
ada)

2) Sekretaris (dari unsur satuan kerja yar;irg bersangkutan,
jika ada)

3) Anggota : (l)Dari satrran kerja yang bersangkutan;
(2) Dari Biro Adm. Pembangunan

Setdaprovsu;
(3) Dari Biro Perlengkapan dan Aset

Setdaprovsu (khusus pengadaan

barang)
(4) Dapat ditarnbah sesuai dengan

kebufuhan.

r. Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang kegiatannya berada di
Kabupatenf Kota,, dapat rnelibatkan Unsur Staf terkait
Kabupaten/Kota yang dipersarnakan dengan satuan kerja
pada huruf q. angka (4) diata.s.

s.  Anggota panitia pengadaan pada hur■lf q_ angka 2)dan 3)
diatas diminta secara resIIrll olch Kepala SKPD kepada Kepala

Satuan KelJa yang ber― gkutano Setelah diusulkan Kepala
Satuan KerJa terkait, selttutnya Kepala SKPD sebagal
PCn摂聾na Anggarall dapat menetapkannya mettadi Parlida
pengadaan barangん asa.

13



1」1.

Pttabat pengadaan cukup l(satu)Orang,yarlg lnemaharni tata

cara pengadaan, substansi pekettaan/keglatan dan satuan
ktta yang bersangkutan。

Panitia Pengadaan yang telah ditetapkan supaya disampaikan

kepada yang bersangkutan dan l {satul Set diSarnpaikan
kepada Kepala Biro Adnlinisl貯 asi Pclnbangunan Setdaprovsu
paling l― bat 7(侵巧uh)haril ketta Setelah ditetapkan.

‐ gas pokok dan kewenangan Potta ULP/Panitia/Paabat
Pengadaan inchputi:

1) meinyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

2)menettkan Dokumen Pengadaan;
3)menettkan besaran nominal Jalninan Penawararl;
4) Irlcngumulrrlkan pelaksarlaan Pengadaan BaraFlg/JaSa di

wcbsitc PemprovsL1/SKPD masing― masing daFl paparl
pengumuman   res■ li   untuk   masyarakat   serta
Frlenyampaikan ke LPSE unttk diumurFlkan dalanI Portal

Pengadaan Nasional.

Pengumumarl paling sedikit FFlemuat:

→ Nama da■ alarnat ULP/Panitia yang nlengadakan
pelelangan」

b)Uraiarl singkat mengenai paket dar1 lokasi pckettaan

yang akan dilaksanakan;

c)Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri(HPS);

d) Syarat_syarat peserta pelelangan;dan

e)Tempat,tanggal,hari dan waktu untuk mengambil
dokumen
pengadaan.

5)menilai kualiflkasi Penyedia Barang/Ja〔 窺  melalui
prakualiflkasi atau pascakualiflkasi;

6)melakukan evaluasi adrninistrasi, teknis dan harga
terhadap penawaran yang inasuk;

7)khusuo unttk POltta ULP/Panitia Pengadaan:

→ mettawab sarlggaharl;
b)rrlenetapkan Penyedia Bararlg/」 asa un量 :
(1) Pelelangan atau Penuttukan Langsung untuk

paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
tinggr Rp 1OO.OO0.OOO.OO0,- (seratus rniliar
rupiah); atau

(21 Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling
tinggr Rp 1 O. 0OO.OOO.OOO,- (sepuluh miliar rupiah) ;

c) menyerahkan salinan Dokurnen Pemilihan Perqredia
Barang/ Jasa kepada KPA;

d) menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/ KPA;

V.
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3。

e) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia
Barang/Jasa [iika ULP sudah terbentuk].

8) khusus Pejabat Pengadaan:
a) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

(L) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp 2O0.OOO.OOO,- (dua ratus
juta rupiah); dan/atau

(2) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling tinggt Rp
5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah!;

b) menyerahkan dokumen asli pernilihan Penyedia
Barang/ Jasa kepada PA/ KPA;

9)IIlembuat k■orarl rrlengenai proses dan hasI Pen…
kepada PA dan;

10)membe五karl  pertanggungiaWaban  atas  pelaksanaan
kegiam Pcngadaan Barang/Jasa kCpada PA/KPA.

BIaya Administra4si Pelaksanttn Keg海 ねn APBD
Biaya Administtasi■ lntuk mendukung proses pelaksanaan
Kegiatan APBD  Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuarl
sebagai berikut:

al HOnOr Penan_g JaWab Pengeloh Keuangan t

し(1) Pengguna  Anggaran  /  覇 abat  Kuasa  Pen_a
Anggaran:
1) N颯顔Pttu dalla sd.Rp.100 jt
2) NildPttudanadidasRp 100itS.d.Rp 250jt

O  1`lai Pagu dana dlatas Rp 250jts d Rp.500it
4) Nll薇 Pagu dana diattt Rp 500jts.d.lM
5) Nilai Pagu dana dittas Rp l mlliar s d Rp 2.5 Miliar

6) Nilai Pagu dana dittas Rp.2,5 milyar s.d.5 miliar

7) NHd Pttu dalla di舷 郎 Rp.5 milytts d 10 miH田

8) NHd Pagu dalla dittas Rp 10 milyar s.d25 miu釘

9) Nild Pagu dalla di/atas Rp.25 milyal s.d50 mili霞

10)Nllai Pagu dana diatas Rp.50 mllyar s d.75 mili征

11)Ni揃 Pagu dana diatas Rp.75 milyar s.d_100 mi五 ar
12)Nnai Pagu dana diatas Rp.100 milytt sd.250 miliar

13) Nlld Pagu dtta diatas Rp.250 milyび sd 500 mi‖鑓

14)NllaI Pagu dana diatas Rp.500 mllyar sd_750 mlllar

15)  Nllai Pagu dalla diatts lRp 750 milyar sd l Triliun

16) Nilai Pagu dam dittas Rp_l Triliun

500.000,‐ org77bin

610.000,― oc」bin

720.000,‐ orノ b■l

830.000,一 org/bin

970000,― org bla

l.110000,‐ org/bh
l.250.000,‐ orゴbin

l.580.000,― orゴbh
l.910.000,‐ org/bh

2250000,‐ oryЪ ln

2.580000,‐ ore′ЪIn

3.080.000,‐ org bln

3.580.000,‐ orerblll

4.080,000,― org/b■ l

4.580.000,‐ org/bll

5.580000,― orgЪll

(2) Paあ at Penatausahaal■ KeuaFEall SKPD(PPK‐ SKPD):
1)  Nilat Pagu dalla sd Rp.100 it                         500 000,‐ or表ln

2) Nild Pttu dma diatas Rp.1∞ jt s.d Rp 250jt          610 000,‐ org/bln

3)  NllaI Pagu dana diatas Rp.250jt s.d.Rp.500jt                720 000,― oryЪ in

4) Nilai Pagu dma dittЖ Rp.500jt s.d lM              830 000,‐ orybin

5) Nilai Pagli dana diatas RP I miliar s d Rp 2,5 Miliar         970 000,‐ orybin

6) Nilai Pagu dalla dittas Rp.2,5 milyar s.d.5 mlliar        l.110.000,‐ orgЪ in

7) Nilai Pagu dana diatas Rp 5 milyar s.d.10 miliび           1250.000,‐ oryЪ in

8) Nilai Pagu dalla diatas Rp.10 milyar s.d25 miliar         l.580.000,中 Org bh

9) Nllai Pagu dana dittas Rp.25 rrliサ 釘Sd・ 50 miliar          l.910.000,‐ orgЪ in

10) Nilai Pttu dana dittas RP 50 milyar s.d75 miliar         2.250000,中 Orybin

ll) Nild Pttu dma dittas Rp.75 milyars d 100 mヨ i霞       2.580.000,― oryblll

12) Nilai Pttu dalla diatas Rp.100 mllyar sd_250 miliar       3 080 000,‐ org/bin

13) Nilal Patt dana diatas Rp.250 milyar sd.500 miliar       3 580.000,‐ orybin

14)Nilai Pttu dana dittas Rp 500 milyar sd 750 miliar      4_080000,‐ orybin
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15) Nllai Pagu dana diattt Rp 750 milyar sd.l Triliun

16)Nilai Pagu dana diatas Rp l Triliun

(3)Pttabat Pclよ sana Tcknis Kcgiat袖 (PPTK):
1) Nilai Pagu dana sd、 Rp 100.jt

劣館搬:馨盤:嶽瞭:::I::賠 :器 I
4) Nlai Pagu dalla diattt Rp.500jt s.d.lM

5) NH滅 Pttu dana dittas Rp l lntiliar s.dRp 2,5 Mili征
6) Nib Pagu dmadiaas R,2,5 milyar s.d5muiar
7) Nll瀕 Pagu dana diatrls Rp 5 mJytt s.d.10 miliar
8) Nilai Pa_gu dana diaね sRp.10 milyar s.d25 miliar
9) Nild Pagu dana diatぉ Rp 25 milyars_d.50 miliar
10) Nllai Pagu dalla diams Rp.50 milyar s d,75 miliar

ll) NHtt Pagu dalla dhtas Rp.75m‖yar s d.loO miHar
12) Nilai Pa_gu dana diattt Rp.lfXl milyar sd 250 miliび

13) Nllai Pagu dana diatas Rp 250 milycar sd 500 mihar

14) Nirai Pttu dana diatぉ Rp.500 mllyar sd,750 miliar
15)Nilai Pa.・ u dana dittas Rp 750 milyar sd.l Triliun
16) Nllai Pagu dalla diatas Rp.I Triliun

(4)Paabtt Pcmbantu Pelaksana Tchis Kegiatan:

1) Nllai Pagu dana sd Rp.100 jt

i#II慧整縦慾舗|:i韓爺:I
5) Nilai Pagu dalla diatas Rp l miHな sd Rp.2,5 Miliar
6) NllaI Pagll datla diat・ as Rp.2,5 milyar s.d.5 milia
7) Nllai Pagu dalla diatas Rp.5 mllyar s.d10 miliar

8) N■洒Pttu dalla diattt Rp.10 milyar s d.25 mnia
9) Nilai Pagu dana dittas Rp.25 milyar s.d50 miliar

10) Njlai Pagu dana diatas Rp 50 milyar s.d75 mili醸

11)NilaI Pagu dalla diatas Rp 75 milyar s.d.10o miliar

12) Nilai Pagu dana diatas Rp.100 milyar sd.250 miliar

i3) Nllai Pagu dma diatas Rp.250 milytt sd.500 miHar

14) Nilai Pagu dalla diatas Rp 500 milyar sd 750 miliar

15)Nild Pagu dalla diatas Rp.750 milyar sd.l TriHun

16) Nilai Pagu dana dit■ tas RP I Triliun

(5) Bcndahara Pengcluaran/Bcndahara Pelllballtu Pengeluaran

l) Niltt Pttu dana sd_Rp 100 jt

2) NIが Pttu dalla datぉ Rp 100itS.d Rp.250jt
3) Nilai Pagu dana dittas Rp 250its_d Rp_500it

4) NId Pagu dana diatas Rp.500jts d_lM
5) Nllai Pttu dana diatas Rp l miliar s d Rp 2,5 Miliar

6) NHJ Pttu dana diatas Rp.2,5 miヶ aF S.d.5 mliar
7) Nllai Pttu dana diatぉ Rp 5 milyars.d.10 miliar
8) Nilai Pagu dalla didas Rp.lo milyど s.d_25 mHi鉗
9) Nllぷ Pttu dana diatas Rp 25 rnlytt s.d50 mihar
10)Nlld Pa_tu dtta diatas Rp.50 mi,ar S.d.75 mihar

ll) Nilai Pagu dana diatas R,75 milyar s d.100m‖ iar
12) Nilai Pagu dana diなる Rp.10o milytt sd.250 mlliar
13) Nilai Pagu dalla diatas Rp.250 milya sd.500 miliar

14)NIai Pagu dana diattt Rp 500 mllyar sd.750 miliar

15) Nllai Pagu dalla dittas Rp.750 milyな sd.l THliun
16) NilaI Pagu dana didas Rp l THliun

(6)  Staf PengelolをプPembantu Bcndahara  Penerilnaan dan
Bcndahara Pcngcluaran:

1) Nibi Pagu dana sd Rp.100 it
2) Nilai Pttuぬ na diatぉ Rp.100jt s.d.Rp 250jt
3) Nilal Pagu dana diatas Rp 250jts d Rp 500jt

4) Nilai Pttu dana diata_3 Rp.500its d.lM

5) NI轟 Pttu dana dittas Rp l mliar s.d Rp.2,5 Mihar
6) Nilai Pagu dalla diatas Rp.2,5 milyar s.d5miliar

7) Nild Pttu dana diatas Rp 5 m‖ yar s d.10m‖ ia
8)Nllai Pagu dana diattt Rp 10 mllyar s_d_25 miliar

9) Nlld Pagu dana di4attt Rp 25 milyar s.d50 miliar
10)NilaI Pagu dalla di誠ぉ Rp.50 nlilyar s.d,75 miliar
ll) NHtt Pagu dalla diatas Rp 75 milya s.d.100 mmi"

4.580_000,‐ OryЪh
5.580.000,… Org/bln

500000ぅ―Org/bin

610.00o,中 Or3/bin

720.Ⅸ )0,‐ org/blll

830.000,― org/bh
970.000,ぃ org/bin

l.110000,_o=♪ln
l.250000,¨ OrgノЪln

1580.000,‐ o■♪ lll
I.910000,‐ OryЪ in

2.250´ 000,‐ OrgЪ ln

2.5800∞,_org/bh
3.080.000,‐ o[♪h
3580.000,中 org/bin

4.080.000,‐ Org/blll

4.580.000,― org/bh
5.580.000,‐ octtin

500.0041,‐ or3/bL
610.lXIQ‐ Orph
720.00Q― Orph
830.000,‐ oE♪In
970.000,‐ org/bln

l.1100∞ ,_Or9ら hl
l.250.嚇

,― org/bh
l.580.CX10,_OF3/bln

l.910.0∞ ,‐ Orph
2.250.000,‐ o=ψh
2.580.000,‐ ornh
3.080.000,― org/bh
3.580.000,‐ org/bh
4.080,∝Ю,‐ org/bh
4.580.0∞,‐ org/bln
5.580.CIC10,‐ org/bLl

500.000,‐ 01gЪin

610.000,‐ oroL
72Q順,― Org/bh
830.000,‐ orulm
970.∝Ю,‐ org/bh
l.110。優冷,‐ ormb
l.250.000,,org/bln

l.580.000,‐ org/bh
l.910.000,¨ or3/bh
2250謝Ю,‐ oFg/bL
2.580.000,‐ org/bh
3.080.OKXl,… orph
3_580.鋤,‐ Or3/bh
4.080.OCXl,― or♪h
4.580.000,一 or3/bh
5.580.000,‐ oFg/bb

Pemb〔狙籠

500.000,‐ oE♪In
610.000,‐ org/bh
720.000,‐ Or81)ln

830.C100,‐ ocψLl
970,000,― Orpln
l.110_0(Ю,‐ olnh
l.250.000,_Ornl・

妥."a"Q^。Fph
l,910.00o,‐ oFnhl
2.250.000,‐ ore/bin

2.580.000,― or3/bh
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12) Niiai pagu dana diatas Rp. t00 milyar sd. 250 miliar
13) Nilai pagu dana diatas Rp. 250 milyar sd. 500 miliar
14) Nilai l,agu dana diatas Rp. 500 rnilyar sd. 750 miliar
I5) Nilai pagu dana diatas Rp. 750 milyar sd. I Triliun
l6) Nilai Pagu dana diatas Rp. I Triliun

b) Honor Pejabat lPanitiaPengadaan Barang/Jasa :

(1) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

l) Pejabat pengadaan

(2) Panitia Pengadaan Barang dan Modal (Konstruksi) :

l) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. l00jt
2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. l00jt s.d. 250jt
3) Nilai pagu pengadaan diaras Rp.250-ir s.d. Rp.500 jt
1) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500jt s.d. Rp. I M
5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. I Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar
6) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar
7) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. 10 Miliar
8) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar
9) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar
l0) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar
11) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7j Miliar s.d. Rp. 100 Miliar
12) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. I00 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar
13) Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar
14) Nitai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar
I5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar s.d. Rp. I Triliun
16) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. I Triliun

(3) Panitia Pengadaan Barang Q{on Konstruksi)

l) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. l00jt
2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 jt s,d.250 jt
3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 jt s.d. Rp. 500 jt
4) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 jt s.d. Rp. I M
5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 N{iliar s.d. Rp.2,5 Miliar
6) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar
7) Nitai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. l0 Miliar
8) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. l0 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar
9) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar
l0) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar
I l) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar s.d. Rp. 100 Miliar
12) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar
13) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar
14) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar
l5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar s.d. Rp. I Triliun
16) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. I Triliun

3.080.000,- orglbln
3.580.000,- org,6ln
4.080.000,- org/bln
4.580.000,- org/bln
5.580.000,- org,6ln

510.000,- org/bln

(4) Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)

1) Niiai pagu pengadaanjasa konsultansi sampai dengan Rp. 100jt2) Ni,aipagupengadaarjasekonsultansi diatis so;tiO. np. tOO;i
9) Nilai pagu pengadaanjasa tainnya s.d. 100jt
1l Nitai pagu pengadaanjasa konsultansi/iasalainnya diatas Rp. 100jts.d. 2S0jt5) Nirai pagu pengadaanjasa konsurtans!/jasa rainnya diaias np. esojts.o- np. bool
9) Nitai pagu pengadaan jasa konsuttansi/jasa tainnya diatas ni. soo jt s.O. Rp. 1 M 

-

7^l Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansiijasa tainnya diatas Ri:. r uiiiar i.o- Rp.z,s nattiar
9l Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas R;. 2,5 Mitiar s.d. np. s Uitiar9) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/.iasa tainnya diatas Rb. s'Miliar s.d. Rp. 10 Miliar10) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rb. 10 Mitiar s.d. Rp. 25 Miliar11) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnia diatas Rp. 25 Mitiar s.d. Rir. so Uitiar12) Nitai pagu pengad€an Jasa konsultansi/jasa tainnia diatas Rb. s0 Mittar s.d. ni. zs mtiar13) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 7s Miliar s-d. Rf. t oo Mitiar11 Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. '100 Miliar s.d. Rp. 250 Mitiar15) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp- 2so Miliar s.d. Ril. soo rr,|itiar1q Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rb. s00 M'tiar s.d. Rf. zso uitiar17) Nilai pagu pengadaan jasa konsuttansi/jasa lainnya diatas Rp. zso mitiars.O. R'p. f tntiun18) Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa tainnya diatas Rp. 1 Tritiun

510.000,- orlpk
680.000,- org/pk
850.000,- orgipk

1.020.000,- org/pk
1.270.000,- org/pk
1.520.000,- org/pk
1.780.000,- org/pk
2.120.000,- org/pk
2.450.000,- org/pk
2.790.000,- org/pk
3.130.000,- org/pk
3.580.000,- org/pk
4.030.000,- org/pk
4.490.000,- org/pk
4.940.000,- org/pk
5.560.000,- org/pk

450.000,- org/pk
610.000,- org/pk
760.000,- org/pk
920.000,- orlpk

1.140.000,- org/pk
1.370.000.- org/pk
1.600.000,- org/pk
l 910.000,- org/pk
2.210.000,- orgipk
2.520.000,- orgipk
2.820.00Q- org/pk
3.230,000,- orgipk
3.640.000,- org/pk
4.040.000,- org/pk
4.450.000,- org/pk
5.010.000,- org/pk

450.000,- org
450.000,- org
450.000,- org
480.000,- org
600.000,- org
720.000,- org
910.000,- org

1.090.000,- org
1.270-000,- org
1.510.000,- org
1.750.000,- org
1.990.000,- org
2.230.000,- org
2.560.000,- org
2.880.000,- org
3.200.000,- org
3.52O.OO0,- org
3.960.000,- org

17



c) Honor PejabatiPanitia penerima Hasil pekerjaan 
:

a. Pejabat Penerima Flasil pekeqiaan / pengadaan Barang/Jasa

b. PanitiapenerimaHasil pekerjaan/pengadaan Barang/Jasa

l) Pejabat Penyimpan Barang
2) Pejabat Pengurus Barang

l) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. l00.lt
2) Nilai pagu pengadaan diaras Rp. 100 j1 s.d. 250 jr
3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250jt s.d. Rp. 500jt
4) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 jt s.d. Rp I M-
5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. I Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar
6) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.5 Miliar s.d. np. 5 Miliar
7) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. l0 Miliar
8) Nilai pagu pengadaa_n diaras Rp. I0 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar
9) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar
l0) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar
I l) Nilai pagu pengadaan diaras Rp. 75 Miliar s.d. Rp. I00 Miliar
12) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Mitiar
13) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar
14) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar
l5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar s.d. Rp. I Triliun
16) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. I Triliun

d) Honor Pejabat Penyimpan Barang/ pengurus Barang :

330.000.‐ oB

330.000,― org/pk

420.000,中 OrgЪ k
520.00o,‐ Org/pk

620.000,― Org/pk

770.000,中 Orgrpk

910.000,_Otぜゃk
l.060.000,‐ org/pk

l.260000,¨ Or8/pk

l.450.000,‐ o[ゴゃk
1650.000,‐ org/pk

l.840.000,‐ Org/pk

2 100 ooO,… Or3/pk

2.370.000,‐ org pk

2.630.000,-0=督ゃk

2.890.00o,_Org/pk

3.250.000,中 Oryっ k

400.000,‐ 0=督blll

300∞ 0,‐ Orttin

e)HOnOr Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan atas Dasar Surat
Keputusan Pcllggma Anggaran/Kuasa Peng31na Anggaran:

ン(1) HOnOr pengarah:

:導]慧聾ま蓋慾:‖|:i鷲 :::I
耐 選ヽ瞳::織:ま轍導:,『鶏翼智ち電誌五釘
7) Nilai Pagu dana diatむ Rp.5 mllyar s.d.10 miliar
8)  Nild Pagu dana diatas Rp_10 milyar s.d.25 mi五 ar
9)  Nilai Pagu dana dittas Rp 25 milya s d 50 miliar

10) NilaI Pagu dana diams Rp.50 milyar s.d.75 miliar

ll) Nllai Pagu dana diams Rp 75 mllyar s.d100 milar

12) Nilai Pagu dalla dittas Rp 100 m]yar sd 250 mili群

13) Nilai Pagu dana diatas Rp.250 milyar sd 500 miliar

14) NHai P疑 3u dana dittas Rp 500 milya sd 750 miliar
15) Nilai Pttu dana dittas Rp 750 milyar sd l Triliun

16) Nilが Pttu dmadね tas RP I T五 liun

500000,‐ Ot」bin

610.000,‐ 0=督bin

720000,中 o=督bin

830.000,一 ot♪in
970000,‐ Org/bin
l.110.000,― Of」bin
l.250.000,‐ Org7/bln

l_580000,‐ org bln

l.910000,_Oc♪ In
2250.000,… of♪In
2.580000,‐ Org7Ы n

3.080000,_Or3/bin

3.580000,‐ 0=督bin
4.080.000,‐ OrybLl
4.580000,‐ 0=ψln
5580000,‐ 0=♪ll

500000,‐ Org/bin
610.000,一 o=督bln

720000,‐ Of♪in
83011C10,‐ oryЪ ln

970.000,一 〇rglbin

l_110_00o,‐ oogbin
1250.000,‐ org bin

1580.000,‐ org/bin

1910,000,― orgЪ in

2250000,‐ OrgЪ ln
2.580.000,‐ Ot♪in
3.080.000,‐ Octtln
3.580000,‐ o=酔in
4080.000,‐ orgЪ In

4580000,‐ org bin
5.580000,‐ Orgrbin

420000,― OryЪ ln

510.000,― Org/bin

610.000,‐ Orybin
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.(2)  HOnor

l)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Pcnanggung Ja、vab:

Nllが Pttu dalla sd Rp.10o jt

館憲F竃l燎:盤檄露::::I]:郎:酬I
Nnal Pttu dana diaas Rp.500jt s.d.lM

Nilai Pttu dana diatas Rp l lniliar s.dRp 2,5 Mili鉗

Nilai Pagl dalla diaas R● 2,5 mibarSd_5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 5 milytt s d lo mlllar

Nilai Pagu dana diatas Rp_10 milyar s d.25 nliliar

Nilai Pagu dana diatas Rp 25 1nilyar s.d 50 nniliar

Nllai Pagu dalla diatas Rp 50 nnilyaF S d 75 mlliar

Nilai Pagu dana diattt Rp.75 111ilyar s d.100 miliar

Nllai Patt dana diatas Rp 100■ ■lyar sd.250 iniliar
Nilai Pagu dana diatas Rp.250 1nilyar sd.500 1nlliar

Nirai Pagu dana diatas Rp.500 nlllyar sd.750 1nili鉗

Nilai Pagu dana diatぉ Rp.750 1nilyar sd.l Triliun

Nilai Pagu dalla diatas Rp l´ Ililiun

". 
(3) Honor Koordinator :

1) Nilai Pagu dana sd Rp loo jt
2)  Nilai Pagu dana diatas Rp 100jts d Rp 250jt
3) Nilai Pagu dana dittas Rp 250jt s d_RP 500jt
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Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 jt s.d. I M
Nilai Pagu dana diaras Rp. I miliar s.d Rp. 2-5 Miliar
Nilai Pagu dana diaras Rp. 2,5 rnilyar s.d. 5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miiyar s.d. 10 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. l0 mityar s.d. 25 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 milyar s.d. 50 miliar
Nilai Pagu dana dialas Rp. 50 milyar s.d. 75 miliar
Nilai Pagu danadiatas Rp. 75 milyar s.d. 100 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 milyar sd. 250 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 milyar sd. 500 mitiar
Nilai Pagu dana diaras Rp. 500 milyar sd. 7-s0 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 milyar sd, I Triliun
Nilai Pagu dana diatas Rp. I Triliun

700.000,‐ 0,督ヽ ln

820.00o,― orψh
930.000,‐ 0■酌 in
l.050.0∞ ,― Ot」bh
l.330.000,‐ Org/bin

l.610.000,中 Org/bh
l.890.000,-0=ψ ln
2.170.OCIKl,― OryЪ lll

2.590.000,‐ 0=ψin
3、010.000,‐ Org/bln

3.430.000,… Org/bh
3.850.000,中 OryЪ In

4.`90.000,‐ o=♪h

340.000,‐ Org/bln

420.00o,― or3/bln

5∞.000,‐ o[督bln
570.00Q― Org/bin

670.000,中 Org/bl■

770.000,‐ org/bln

860.000,‐ org/bln

l.090000,‐ o[姿h
l.320.000,‐ Org/bin

l.550.000,‐ org7bh
l.780.000,中 Org/bh
2120.OCXl,-01νЪIn
247000Q¨ Or87/bin
2.810.000,‐ orgrbin

3160000,‐ Org/bh
3.840000,― Org/bln

. (4) Honor Kctua/Wakil Ketlla:

瀦 週 聾 I菫 議 獅 勢 難
酬

Nilai Pttu dana diatぉ Rp l miliarsd Rp 2,5 MHiar
Nllai Pagu dana diatas Rp 2.5■ 11lyar s.d.5 1tliliar

Nllai Pagu dana ditta_s Rp.5 milyar s.d.10 miliar

Nilai Pagu dalla diatas Rp.10 milyar s d.25 miliar

N,lai Pa.oυ  dana diatas Rp 25 nlil)ar s_t1 50 nli」 iaF

Nilai Patt dalla diatas Rp 50 milyar s.d75 miliar

Niltt Pttu dalla diattt Rp.75 milyar s d.100 miHar

NilaI Pagu dana ditta_3 Rp 100 mllyarsd.250 miliar

Nllal Pagu dtta diatas Rp 250 1nilya sd 500 mlliar

Nllai Pagu dana diatas Rp.500 milyar sd 750 miHar

Nnai Pa_qu dtta diatas Rp 750 mibttr sd l Trihun

Nlld Pttu dalla dlatas Rp.11■ hun

.(6)

Honor Sekretaris/｀ rakil sekretarls:

1) Nilぷ Pagu dalla sd.Rp 100 it

iミ慧議整I蓋慾獅誠韓御
3 鶯瞭競:庶導1,琳bitL綿認H征
7) Nttai Pagu dana diatぉ Rp 5 milyar s.d_10 miliar
8) Nilai Pagu dana diatas Rp.lo milyar s.d25 mihar

9) Nllai Patt dalla diattt Rp 25 mllyar s.d.50 mlllar

10) Nild Pagu dana diatas Rp.50 nlilyar s d.75 miliar

ll) Nilai Pagu dma diatas Rp.75 milyar s d loO miliar

12) Nilai Pttu dma diatas Rp.1∞ milyar sd_250 miI征
13) NilaI Pagι

`dana diat“
Rp 250 milyar sd 500 F23iliぽ

14) Nilai Pagu dana diatts Rp.500 milyar sd.750 miliar

15)  Nllai Pagu dana dittas Rp 750 milyar sd.11｀ riliun
16) Nllal Pagu dalla diattt Rp.l Triliun

Honor Anggota:

Nild Pagu dalla sd.Rp 100 jt

NiIJPttudalladiatasRp loojts,d Rp 250jt
Nllai Pagu dtta diatas Rp.250jt s.d Rp 500jt

N‖ ai Pag]dz■ lla diatas Rp 500 jt s.d lⅣ f
NllaI Pagu dalla diatas Rp.l militt s d Rp.2,5 Miliar

Nilai Pagu dalla diatas Rp 2,5 milyar s d 5 iniliar

Nllal Pagtl dana diatas Rp.5 milytt s.d.10 miliar

Nthi Pttu dala dttas Rp 10 miし ar s.d25 nliliar
Nllai Pagu dma dia● s Rp.25 milyar s.d 50 11211lar
Nlld Pagu dana di江 ぉ Rp.50■oilytt s.d.75 mlliな
Nilai Pagu dalna diat〔s Rp.75 milyar s d.1 00 111iliar

Nlld Pagu dalla dittas Rp.100 miサ ar Sd.250 miliar
Nllai Pagu dana diatas Rp 250 111ilyar sd.500 111ili鉗

Nllai Pagu dana diatas Rp.500 11ailyar sd.750 1niliar

Nilai Pagu dana diatas RP.750■ lilyar sd.l Triliun
Nllai Pa3■l dalla diatas Rp.l Triliun

400,00o,_Or81bLl

480.000,‐ Org/bin

570.000,‐ or3/bin

660.000,‐ org4)in

770.00o,-0[酌in
880.00o,― or3/bh
990.∞ 0,‐ Org/bln
l.250.000,― ortth
l.520.00Q― Or3/blll

l.780.00o,‐ o£♪ lll
2.040.00o,‐ y゛ h
2.440.000,-018あ h
2.830.000,中 Orybln
3.230.000,― Org/bin

3.620.Ooo,… Org/bln

4.420.000,‐ OrgЪ hl

(5)

り

助

助
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助
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260.000,‐ 0=姿ln
310.000,‐ orttln
370.000,‐ Org/bln

430.000,中 oi♪in
500.000,‐ Org/bin

570.000,中 Org/bin

640.000,‐ org/bin

810000,― or3/bln

98000Q_Org/bin
l.150.000,‐ orgら ln

l.330.000,-Org/bh

l.580.000,‐ 0=♪h
l.840.000,― or典ln
2.090.0∞

,― Org/bh
2.350.000,‐ o13′ 1)in

2.860.000,‐ orgrbll
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・́ つ́ Honor Tim Pelaksana Lapangan / Tim Sekretariat :

l) Pengarah
2) Penanggung Jawab I pembina
3) Ketua
4) Wakil Ketua
5) Sekretaris
6) Anggota

g) Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur :

l) Uang Lembur ( di luar jam kerja pada hari kerja )
maksimal 5 jamlper hari secara berturut-turut
(a) Golongan I
(b) Golongan II
(c) Golongan III
(d) Golongan IV

2) Uang Makan Lembur
Uang makan iembur diberikan setelah bekerja
lembur sekurang - kurangnya2 (dua) jam secara
berturut - turut, maksimal 5 jamlperhari
1) Golongan I dan II
2) Golongan III
3) Golongan IV

b)Rttabat sctingkat Eselon I

/●
C)Pttabat se範 輿曇蕉lt Eselon II

/●

h) Honor satuan umum Nara sumber, Moderator, dan Notulen
untuk mendukung tercapainya sasaran program/sasaran
kegiatan diberikan maksimal 3 jam Tpeihari dengan
ketentuan sebagai berikut :

1) Nara Sumber
a) Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/

Pejabat Negara I"ainnya Rp. 1.ZOO.OOO,-
/oj

Rp.750.000,‐ org/kcgiatm
Rp.  700.000,― org/kegiatan
Rp.  650.000,… Org/kcgia如
Rp. 600.000,― org/kegiatan
Rp.500.000,‐ org/kegiatan
Rp.5∞ .000,_Org/kcgiatan

Rp. 1.400.000,…

Rp. 1.Ooo.ooO,一

900.000,―

Rp. 1.200.000,―

Rp.   700.000,一

Rp.   250.000,―

Rp.10.000,-Org/jaln
RP.13.000ダ org/jaln
Rp.17.000,― org/jaln
Rp_20_000,― Org/jaln

Rp.25。 000,‐ /orang
RP。 27.000,… /orang
Rp.29.000,… / Orang

dl ttabat setingkat Eselon HI kebawah Rp.

/●

2)Pakar/PraktiSi/PcmbiCara Khusus
/●
3)ModeratOr
/●
4)Notulis
/q

〕 Pel■ be五an HOnor劉 巨Ⅷ m lnda angka 3 h― f al aFlgka(1)S/d

(5)diataS  diSesuaikan dengan masa waktu dan jenis

peke瑚優m pelaksarlaan kegiatan APBD Pro宙nsi Sumatera

Utara serta Pengadaan Bnrang/Jasa.

j)Pemberian HOnoranwL pada angka 3 h―fd)angka{1)s/d

{6)diataS agtt dibe五kan secara proporsiOnal dengan masa
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4。

waktu keselurLlhan hOnor yang dite二 ma olch PNS yang
dihuttuk dalarrl Tim PelaksaFla Kegiatan maksimal 12(dua

belas)bularl per orang dalam l(satu)tahun anggarall.

kl PCJmbenan hOrlorariullll yang tidak diatur dalam Pera根 ■ran

ini diatur lebih l劉 輔ut dengan Keputtsan Gube...ur.

ll Un急曖k belatta barang んasa agar berpcdoman kepada

Keputusan Gube■ ■.ur Sumatera Utara tcnttmg Standar

Harga Barallg/」aSa dan Harga Satuan POkOk Kegiatan dan

ketenmarl peraturarl perLLndang― undarlgan iainnya.

m)Untuk  biaya  Pengurrlurrlan  pengadaan  bararlgん asa
jumlahnya disesudkan dcngan kebutthan。

n)Untuk   biaya  Penggandaan   Dokumen   Pengadaan
Barang/Jasa dan atau dok―en isian prakualiflkasi
junllahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

0)Untuk biaya Administrasi lttnnya yang diperlukan untuk

mcndukung   pelaksanaan   pengadaan   barangヵ asa
disesuaikan dengan kebutuhan.

Biaya恥電danan Dinas Dalam ttegeFi
Alokasi anggaran pada satuan keゴa perangkat daerah untuk
Biεvu PcttalarlarL Dinas Dalaln Negeri, mengacu kepada
Kepumsan    Gube■■.ur    sumatera    Utara    Nomor
188.44/144/KPTS/2012  tentang    Satuan  Biaya    dan
Penarldatangarlarl  Administrasi )式alarlan  Dinas Dalarn
Negea Gubemutt Wakil Gubernur,Pimpinan/Anggota DPRD,
Paabat dan Pcgawal Negen Sipll di lngkungan Peme=nttLh
Provinsi Sumatera Utara.

Biava pettalattan Dinas ke Luar ttegeri
Alokasi arlggaran pada satuan ketta perarlgkat d∝ rah untuk
Biaya Peゴ alallan Dinas ke Luar Nege五 per ha五 (tidak termasuk
Biaya Transport Kapal Laut, Pesawat Udara P.P darl Airport
TaX)adalah sebagal be五 kut:

(dalaln us s)

No Neqara GoI A GoLB Goi、 C Goi D Ket
2 3 4 5 6 7

AMERIKA UTARA Golongan A :

Menteri , Ketua-
Wakil Ketu dan
anggota Lembaga
Tertinggi/ Tinggi
Negar4 Drfa
besar luu bima
berkuas
penuhr'kepala

penvakilan &
Pejabat Negaa
Lainnya lang
setara

Amerika Serikat 527 473 417 343
2 Kanada 447 404 368 307

AMERIKA SELATAN
3 Argentina 395 277 242 241
4 Venezuela 464 323 287 286
Brazil 436 341 291 241

6 Ch‖e 415 316 270 222
7 Columbia 386 281 240 221
8 Peru 383 277 237 221

Suriname 398 295 252 207
10 Ekuador 273 242 241

AMER!KA TENGAH Goia4sa! Ej
Duta Besar, Duta
yang m€njabat
Kepala

Perwakilan- PNS
Gol. IVI c ke atas,
Pcm'ira TNL/

Meズco 429 318 282 281
12 Kuba 406 305 261 221

Panama 414 307 272 う
４

5.
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EROPA BARAT Polri, Aiggota
Lembaga
Tertinggi / Tinggi
Negara dan
Pejabat Negara
lainnya.

14 Austria 504 453 318 317
Be19ia 466 419 282 281

16 Prancis 512 464 382 381
Rep. Federasi Jerman 443 411 282 281

18 Belanda 463 416 272 271
Swiss 500 456 322 321

EROPA UTARA
20 Denma* 472 427 275 241
21 Finiandia 453 409 354 313
22 Norweg● 517 465 288 286
23 Swedia 466 436 342 341
24 Kerajaan lnggris 587 534 432 431

EROPA SELATAN
Bosnia Herzegovina 456 420 334 333 Golongall C:

PNS Gol lI1/

C SaFllpal

dcngan Col.

IV/b dan

peAvlra

mcncngah
TN1/Polri

yang sctara

26 Kroasia 483 444 353 352
27 Spanyol 457 413 287 286
28 Yunani 422 379 242 241
29 ita‖a 520 472 372 371
30 Portugal 425 382 242 241
Serbia 401 361 277

EROPA TIMUR
32 Bulgaria 406 367 320 284
33 Czech 426 390 331 293
34 Hongaria 421 381 339 300

Polandia 401 361 313 277
36 Rumania 416 381 313 277
37 Rusia 556 512 407 406
38 Siovakia 429 387 335 297 Golonttan D:

Pcgawai
Ncgeri Sipil
dan  Anggota
T卜J1/Polri

39 Ukraina 425 382 328 290
AFR:KA BARAT

40 Nigeria 361 313 292 291
41 Senegal 334 276 206 201

AFR!КA TIMUR
42 Ethiopia 312 257 192 167
43 Kenya 334 276 206 196
44 Madagaskar 296 244 182 181
45 Tanzania 330 272 203
46 Zimbabwe 285 244 216 215
47 Mozambique 319 263 212 211

AFRIKA SELATAN
48 Namibia 247 185 161
49 Afnka Selatan 304 251 202 201

AFRIKA UTARA
50 Aliazair 342 308 287 286
51 Mesir 368 273 212 190
52 Maroko 304 251 192 191

Tunisia 293 241 187 186
54 Sudan 342 282 210 184
55 Llbya 308 254 189 165

AS:A BARAT
56 Azerbaiian 498 459 365 364
57 Bahrain 405 286 222 208
58 irak 397 283 220 201
59 Yordania 365 254
60 Kuwait 406 283 257 256
01 Libanon 357 267 207 186
62 Qatar 386 276 215 196
63 Arab Su"ah 358 257 200 196
64 Turki 365 270 210 188
65 Pst Arab Emirat 459 323 302 301
66 Yaman 353 241 197 196
67 Saudi Arabia 391 276 215 201
68 Kesultanan Oman 359 254 197 185

|

ASIA T!MUR
69 Rep. Rakvat Cina 378 238 207 206
70 Hongkong 472 320 287 286
Jepang 303 262 261

72 Korea Selatan 421 326 297 296
73 Korea Utara 395 238 207 206

|

74 Afgan轟n    l 385 226 173 172

つ
４
つ
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75 Bangladesh 339 167 166
76 india 352 263 242 241

Pakistan 343 203 182
78 Srilanska 348 201 167 166
79 lran 351 260 202 181

ASiA TENCAH
Uzbekistan 392 352 287 254
Kazakhstan 456 420 334 333

ASIA ttENGGARA
Phnipina 412 278 222 221

83 Singapura 424 290 224 221
84 Malaysia 253 212 211
85 丁hailand 392 275 201
86 Myanmar 368 196
87 Laos 380 262 202 196
88 Metnam 383 265 204 196

Brunei Darussalam 374 256 196
90 KamboJa 296 223 197 196
91 Timor Leste 392 354 229 196

AS!A PASIF:K
92 Australia 439 403 272 271
93 Selandia Baru 392 246 222 221
94 Kaledonia Baru 425 387 276 224
95 Papua Nuqini 385 353 237 192
96 F夢 363 329 221

'79

7.

Pembentukan Panitia/Pttabat Pelngadaan Barang/Jasa
Seteltt PERDA tentang APBD ditetapkm dall bdと純a und kcgittan
Pengadaan BaFang/Jasa Pclnerintah“ lah teFCantun didalam APBD,jika lttP
belum dibentuk mma K9脚a Sa軸狙 Ketta PeFangkat Daerah(SKPD)selaku
Pengguna  Anggaran/Pcngguna   Barang   dapat   segcra
membentuk Panitia/Pttabat Pengadaan Barang/Jasa sekaligus
melaksanakan proses pengadaannya.

Pelaksanaan VeriFELsi Rancangan DPA‐ SXPD:
ao Paling laFna 3(tigal hari ketta Setelah Pcraturan Daerah

tentallg APBD ditetapkan,PPKD IIleIIlbe五 tahukan kepada
Kepala sKPD untuk rrlenyusun dan ttLenyampallkan
rancarlgan DPA―SKPD, untuk dive五flkasi oleh TAPD dan
disahkan olch PЮ .

b. DPA―SKPD sebagalFnana rrlaksud pda butir a diatas

me二nci sasararl yang hendak dicapai,prOgr― ,kegiatan,
anggaran yaFlg disediakan untuk mcncapal sasararl
tersebut,dan rencana penankan dana tiap― tiap SKPD sc■a
pendapatan yang diperkirakan.

c.Kepala SKPD IFlcnyusun dall llrlenyampaikan DPA―SKPD
paling laFna 6 (enarFl)hari ketta terhitung sttak ttggal

pellrlberitahuarl.

d.DPA―SKPD disampaikan kepada Sekre核 ョ髪lt TAPD yang
berkedudukan di Biro Keuangan sctdaprovsu untuk
divcriflkasl.

c` Dalarn IIIlelaksanakan ve二 flkasi DPA“SKPD,TAPD bersama―
saIIla dengan Kepala SKPD。
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Veriflkasi DPA―SKPD dilaksanakan 01ch Tim Anggaran
Peme五ntah Daerah lTAPD}yang ditctapkan dengan
Keputusan Gubemur sumatera Utara, terdi五  dari Unsur
Percncana,PPKD dan Unsurlainnya sesuai kebutuhan yang

mempunytt tugas sebagai bcrint:

1)Bappeda PrO宙 nsi Sumatera Utara

Meneliti kebenararl pencanむ uFrlan dan penulisan kOde,
uralan dan indikator program/kegiatan.

Biro Keuangan Setdaprovsu
Meneliti kebenaran pencantuman dal penulisan kode
rekening, uraian belanja, pagu anggarem dan rincian
penarikan dana per- triwulan.

Dinas Pendapatan Provsu
Meneliti kebenaran pencantuman dan penurisan kode
rekening, uraian pendapatan, pagu pendapatan dan
rincian penerimaan per- triwulan.

Biro Perlengkapan Setdaprovsu
Meneliti kebenaran penganggaran pengadaan
barang/jasa berdasarkan satuan harga yang berlaku.

5) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
Meneliti kebenaran penganggaran honorarium, uang
lembur, perjalanan dinas dan uraian belanja lainnya
yang sejenis sesuai dengan Keputusan Gubernur yang
mengatur tentang itu.

g- DPA-SKPD yang telah dikoreksi oleh TAPD selanjutnya
diperbaiki dan disempurnakan oleh Kepala SKpD.

DPA-SKPD yang telah diperbaiki dan disempurnakan oleh
Kepala SKPD disampaikan kepada sekretariat TApD dan
selanjutrrya diparaf dan ditandatangani oleh unsur TAPD
sebagaimana tersebut pada point T.a dan seranjutnya
disampaikan kepada PPI(D.
PPKD menyampaikan DPA-SKPD yang telah diverifikasi dan
sudah ditandatangani oleh unsllr TAPD kepada sekretaris
Daerah Provinsi untuk rnendapat persetujuan guna
pengesahar';.nya.

DPA-SKPD yang telah diseh.rjui oleh sekretaris Daerah
Provinsi, disahkan oleh PPKD.

2)

3)

4)

h.
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k. PrOses veriflkasi DPA― SKPD oleh TAPD s_pai dengan
pengcsahannya olch PPKD, dilaksanakan paling l`una 15

rirrla  belas) hari  ketta,  terhitung  sttak  tanggal
perrLbeHtahuan oleh PPKD.

1. PPKD mcny― paikan DPA―SKPD yang telah disahkan
kepada Kepala Satuarl KerJa Perangkat Daerah,InspektOrat

Provinsi dan Perwakilan BPK di Medan.

m.DPA―SKPD sebagalmarla dimaksud pada angka 7 hurLlf l

tersebut diatas dipakan seb〔
導al  dasar pelaksana

anggaran olch Kepala SKPD selaku Penttna Anggaran

/Pengguna Barang。

n.Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA―SKPD nlenyusun
raJrlcangan alrlggaran kas SKPD darl disarnpaikan kepada

PPKD  bersarnaan  dengan  rancangan  DPA― SKPD。
Pcrrlbahasarl rarlcarlgan arlggaran kas SKPD dilnaksud

dilaksanakan bersarnaan dcngan pembahasan rancangan

DPA―SKPD.

8.Perubahan DPA― SKPD
a.Penlbahan DPA― SKPD dapat bertlpa penlngkatan atau
pengurarltt capaian tOct kinetta prOgam darL kegiata■ ■
dari yang telah ditetapkan semula.

b. Peningkatan atau penwangan capalarl target kinetta
prograrn darl kegiatan sebaga■ mttla dimaksud pada huruf a
difo....dasikan  dalarrL  fOrlnat  dokuinen  pelaksanaan

pertlbahan anggaran SKPD(DPPA― SKPD).

c.Dalam format DPPA― SKPD dttelaSkan capalarl target kinetta,

kelompok, jenis, o筍ek, dan 五ncian ottck pendapatan,
bCltta scrta pcmbiayaan  scbel■ lm dilakukan perubahan
maupun setclah pertlbahan.

d. Tata cara ve五 flkasi dan pengesahan DPPA― SKPD berlaku
sebagalmana ketentuan tentang ve五 flkasi dan pengesahan
DPA―SKPD。

9。 Pergesenn Angaran
a.Pergeserarl anggaran antt unit organisasi,antar kc」 atan,
darl antar jenis bel劉 可a akibat tettadinya penibaharl APBD
seJLL pergeseran antar ottek bel`遭 可a dalarn jenis belanJa dan
antal●nciaF1 0ttek bel可 a difO....ulasikan dalam DPPA―
SKPD.
b. Pcrgcscran antar rlrlcian ottck bCltta dalaln ottek bel輌 a
yang snma,dapat dttaktn atas persetuJuall ppKD.
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C.

d.

Pergeseran an構  o可 ek belεttja dalaln jenis bel`狂 Ja yang
sama,dilakukan atas persetuJuan Sekretaris Daerah.

Pcrgcscran anggaran scbagaiFnana diinaksud pada htlruf b

dan c dilakukan dengan cara rrlengubah Peraturan Kepala

Daerah  tentang  Penlabaran  APBD  sebagai  dasar
pelaksanaarl,  unttk  sel可 utnya  dianggarkan  dalaFn
RancaFlgan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pergeserarl anggararl arltar mit organisasi,arltar ke」 atan
dan antar jenis belanJa dapat dilakukan dengan cara
mcrubah Peramran Daerah tentang APBD.
Anggaran yang IInengalaFni pertLbahan bertlpa penarnbahan

dan/atau pengurangan akibat pergesettt seba_g― ana
dimaksud pada hurLlf a,harus dむelaskan dalatrrl kolom
keteral■ gan Peraturall Kepala Daerah tenttng Pettab〔 ran
Pertlbaha_n APBD.

Tata ctta pergeseran sebagallnana dilnaksud pada hurtlf b

dall c diatur dalam Pcraturan Kcpala Dacrah.

C.

g.
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BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN KECIATAN APBD

PERSIAPAN  YANO DILAKUKAN DALttM 
― GKA PENGADAAN

BARANGノ JASA

l. Membuat  dan  Шlemyusun  Perencanaan  Umum  Pe●_gadaan
3anng/Jasa

a. Penttna Anggaran/Penttna Barang rFlenyusun dOkurFlen

rencana pengadaan barangん asa yang mencakup kegiatan dan

anggaran pengadaan baralllgん asa yang akan dibiayal olch APBD

dm atau yang akan dibiaytt berdasarkan kettasaFna(COfmarlcingl

sepanJang diperlukan.Rencarla pengadaan tersebut akan inen」 adi

bagian RencaFla Ketta Anggarall(RKAl dari SKPD. Kcgiatarl

penyusunan rencana pengadaan lneliputi:

1)Identittkasi kebutthan;

2)PenyuSunan dan penetapan rencana penganggaran;

3)Penetttan kcblakan umunl;dan

4)PenyuSunan Kerangka Acuarl Ketta(KAKl.

b. Penttna   Anggaran/Pengguna   Bararlg   mengidentirlkasi

kebutuhan bArarlgん asa yang diperlukan sestlal Rencana.Dalalln

mengidentiflkasi kebumhan bararlgんasa PA terlebih dahulu

menelaah kelayakan barang/jasa yang telah
ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari
kegiatan yang sam.a, untuk memperoleh kebutuhan riil. Hasil
identilikasi kebutuhan riil barang/jasa dituangkan dalam Rencana
Kerja Anggaran.

c- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang men]rusun dan
menetapkan rencana penganggaran pengadaan barangljasa yang
terdiri atas biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan
biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pendukung dapat mencakup biaya pemasangan, biaya
pengangkutan, biaya pelatihan.

Biaya administrasi dapat terdiri dari biaya pengumuman
pengadaan, honorarium pejaba"t petraksana pengadaan antara lain
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